PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMCR 10 TAHUN 1960
TENTANG
PAKAI AN D NAS DAN TANDA PANGKAT KEPALA- KEPALA DAERAH DAN
WAKI L KEPALA DAERAH TI NGKAT |

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Meni nbang :

bahwa para Kepal a Daerah dal am daerah kekuasaannya nasi ng- nasi ng di sanpi ng
nenj adi al at daerahnya, juga newakili Penerintah Pusat dan dal am nenunai kan
tugas kewajibannya nenpunyai hubungan yang erat dengan rakyat serta
nmasyarakat, lagi pula nerupakan koordinator dari instansi-instansi pusat
di daerah, sehi ngga Kepal a Daer ah nerupakan pusat penerintahan dal am daer ah;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Whdang-undang Dasar Republik | ndonesi a 1945;

2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disenpurnakan) dan Penetapan
Pererintah No. 2 tahun 1960;

3. Perat uran Penerintah No. 16 tahun 1949

4, Peraturan Penerintah Pengganti Udidang-undang No. 10 tahun 1960

(Lenbar an- Negara tahun 1960 No. 31);
Menut uskan :
Menet apkan :
Peraturan Presiden tentang Pakaian D nas dan Tanda Pangkat Kepal a Daerah
serta Wkil| Kepal a Daerah tingkat |I.
Pasal 1
Ket ent uan- ket ent uan dal am Peraturan Penerintah No. 16 tahun 1949 tentang

penakai an pakai an dinas dan tanda pangkat pegawai Panongpraja Republik
| ndonesi a, berl aku pul a untuk :

a. Kepal a Daerah tingkat |, ternmasuk Kepal a Daerah |stinewa, Yogyakarta,

b. Vki| Kepal a Daerah tingkat |, ternmasuk Vékil Kepal a Daerah Istinewa
Yogyakart a.

C. Kepala Daerah tingkat Il dan Kepala Daerah Kotapraja, dengan

per ubahan- per ubahan sebagai beri kut :

: bagi pejabat tersebut pada a dan c, lukisan kenudi dalam
| anbang Panongpraja pada tanda pangkat diatas pundak seperti
yang di naksud dal am pasal 3A 2a Peraturan Penerintah No. 16
tahun 1949 tersebut, begitu pul a yang di pakai hi asan pada pi ci
atau topi prop, seperti yang di naksud pada
pasal 4B angka 4, diganti dengan |ukisan pohon beringin-

kur ung;

2. untuk pej abat pada c, tanda pangkat yang ditetapkan dal am pasal
3A 2c 3, ditanbah dengan garis berwarna kuning enas yang
nengel il ingi seluruh tanda pangkat dan | ebarnya 1/2 cm

3. penakai an | encana kedua pej abat yang di naksud pada a dan c di
atas, disebelah kiri dada pada pakai an dinas, dibuat dari |ogam
berwarna kuning enas yang nel ukiskan pohon beri ngi n-kurung
dikelilingi padi dan kapas;

4., bagi pejabat-pej abat tersebut pada b berlaku pula ketentuan-



ket ent uan di naksud dalam1, 2 dan 3 pasal ini dengan perbedaan;

a. baris yang nenyerupai "chaveron'. diganti dengan garis
bal ok bi asa,
b. | encana berwarna canpuran (silih asih) enas dan perak

sebagai contoh terl anpir;

Tanda-tanda pangkat ternaksud dalam 1 sanpai dengan 4
adal ah sebagai nana tercantum dalam |anpiran peraturan
ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini nulai berlaku pada hari diundangkan dan nenpunyai
daya surut sanpai tanggal 29 Januari 1960.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, menerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara Republik
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 1960
Pej abat Presi den Republik | ndonesi a,

Ttd.
DIUANDA

O undangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 1960
Menteri Mida Kehaki nan,

Ttd.
SAHARDIO

PENJELASAN
PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
No. 10 TAHUN 1960
t ent ang
PAKAI AN D NAS DAN TANDA PANGKAT KEPALA- KEPALA
DAERAH DAN WAKI L KEPALA DAERAH TI NGKAT |

A eh karena j abat an Kepal a Daerah sebagai rana di naksud ol eh Penet apan
Presiden No. 6 tahun 1959 dem ki an pul a j abat an wakil| Kepal a Daerah ti ngkat
| di maksud ol eh Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 adal ah j abat an-j abat an
yang baru dan tersendiri, naka dengan sendirinya perlu pula diatur tentang
penakai an pakai an di nasnya serta tanda-tanda pangkat nya.

Meski pun nenurut Peraturan Presiden No. 5 tahun 1959, Kepal a Daerah
tingkat | mendapat sebutan Qubernur, dan Kepal a Daerah tingkat |l mendapat
sebut an Bupati dan Vélikota, namun sebutan ini bukanl ah nama j abat an tet api
adal ah gel ar senat a- nat a.

Qeh karena itu, naka bagi nya tidakl ah berlaku Peraturan Penerintah
No. 16 tahun 1949.

Meski pun Kepala Daerah nenpunyai kedudukan tersendiri, tetapi
kedudukannya tidak dapat dilepaskan dari hubungan sel uruh korps Panmongpraj a



seunummya.

Ber hubung dengan itu, maka dirasa perlu didal am penet apan penakai an
pakai an di nas, juga harus di sesuai kan dengan kedudukannya.

Maka di anggap sewaj arnya, bila Peraturan Penerintah No. 16 tahun 1949
berl aku pula untuk Kepal a Daerah dengan sedikit perbedaan, yaitu | ukisan
kenudi dal am | anbang Panongpraj a pada tanda pangkat di pundak pakai an di nas
dan | ukisan kenudi dal am | anbang Panongpraj a yang di pakai sebagai hiasan
pada pici atau topi prop sebagai di naksudkan dal am pasal 3 A angka 2a dan
pasal 4 B angka 4 Peraturan Penerintah No. 16 tahun 1949, diganti dengan
| uki san pohon beringi n-kurung untuk Kepala Daerah tingkat | dan Kepal a
Daerah tingkat Il serta berlaku pul a bagi Vékil Kepal a Daerah tingkat |

Luki san pohon beringi n-kurung yang di naksud dalam Peraturan ini,
adal ah sama sebagai yang terdapat di dal am Lanbang Negar a.

Tanda pangkat Kepala Daerah tingkat 11, diberi garis yang berwarna
kuni ng emas yang nengel i lingi sel uruh tanda pangkat dan | ebarnya 2 cm

Lencana bagi Kepal a Daerah, dengan garis tengah 32 cm selu- ruhnya
di buat dari | ogam berwarna kuni ng enmas, sedangkan bagi Vékil Kepal a Daerah
tingkat | dibuat berwarna canpuran (silih asih) enas dan perak

Luki san pohon beringi n-kurung, padi dan kapas yang nelingkarinya,
berupa sebagai relief. Contoh relief antara lain terdapat pada nata uang
logamkita dari |inma pul uh sen.

PASAL DEM PASAL
Sudah cukup j el as.
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